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ABSTRAK 
Asas penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bercorak 
perdata merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di Indonesia. 
KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak pidana, untuk 
menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan 
pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana implementasi dan efektifitas penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakan lalu lintas. Jenis penelitian yang 
penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan 
menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta yang tampak. Hasil penelitian ini meskipun dengan adanya 
proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu 
lintas lebih memudahkan pihak yang sudah dirugikan akibat tindak pidana yang 
dilakukan terdakwa untuk mendapatkan kembali haknya, namun perlu disadari 
walaupun dengan adanya Undang – Undang yang mengatur bertujuan untuk 
mempermudah langkah maupun mempermudah proses peradilan bagi korban 
tindak pidana kecelakaan lalu lintas, Penulis dari hasil penelitiannya masih 
terdapat hambatan – hambatan dalam penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian dalam pelaksanaannya. Dari hambatan – hambatan yang telah di uraikan 
dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klaten 
dapat menjadi pemahaman untuk kemudian dapat perbaiki agar menciptakan suatu 
upaya hukum yang sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang – Undang, 
serta langka penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat menjadi jalan 
tengah dalam menyelesaikan masalah ganti kerugian yang timbul akibat 
kecelakaan lalu lintas, berlaku adil, dan tidak merugikan antara kedua belah pihak. 
 
Kata kunci : efektifitas penggabungan perkara, kecelakaan lalu lintas 
 
ABSTRACT 
 The principle of merging criminal cases and civil litigation suits is new 
to the practice of law enforcement in Indonesia. The Criminal Procedure Code 
provides legal procedure for a "victim" of a criminal offense, to sue a civil 
liability against the defendant in conjunction with an ongoing criminal 
investigation. The purpose of this study is to find out how the implementation and 
effectiveness of the merger of the lawsuit compensation in case of traffic 
accidents. The type of research that the authors use is descriptive research, 
descriptive research is a research that is a problem-solving procedure investigated 
by describing the state of the subject or object of research at the present time 
based on the facts that appear. The results of this study despite the presence of the 
merging process lawsuit for damages in case of traffic accidents it easier for those 
who have been harmed as a result of criminal acts committed by the defendant to 
regain their rights, but it should be realized despite the presence of Law - Law 
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governing aims to simplify the steps and facilitate the judicial process for victims 
of criminal acts of traffic accidents, the author of the results of his research there 
are still obstacles in the merger of lawsuit lawsuit compensation in the 
implementation. Of barriers - barriers that have been described from the results of 
interviews conducted with District Court Judge Klaten can be understanding to 
then be able to fix it to create a remedy in accordance with what has been set in 
the Act - Act, as well as rare merger of lawsuits for damages this can be a middle 
ground in solving the problem of compensation arising from traffic accidents, be 
fair, and not harm between both parties. 
 
Keywords: effectiveness of merger case, traffic accident 
 
1. PENDAHULUAN  
Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari 
ikatan - ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. 
Ikatan - ikatan itu tercemin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur 
hubungan - hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang 
hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti misalnya pada hukum pidana, 
yang sebagian besar peraturan – peraturannya terdiri dari kewajiban – 
kewajiban. Sebaliknya sering juga hukum merumuskan peristiwa – peristiwa 
tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan – hubungan hukum.1 
Akhir –akhir ini, nampaknya perhatian terhadap korban perbuatan 
melanggar hukum semakin besar, khususnya dengan menonjolnya berita – 
berita tentang penegakan hak asasi manusia, sehingga sebagian masyarakat 
merasa kecewa karena jumlah ganti kerugian, dianggap terlalu kecil. Dari sisi 
lain ternyata penggunaan hak menuntut ganti kerugi maupun permohonan 
ganti kerugian sangatlah langka. Dipandang dari segi penegakan hukum, 
dengan langkanya pengajuan permintaan ganti kerugian maupun permohonan 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, memerlukan penelitian yang 
cermat sebab bagaimanapun, inti penegakan hukum adalah tegaknya hak dan 
dilaksanakan kewajiban. Istilah ganti kerugian tidak ditemui pada hukum 
                                                          
1
 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., 2007, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty 
Yogyakarta, hal. 40. 
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pidana materiil. Hal ini hanya dapat ditemui pada hukum pidana formil, yaitu 
Pasal 95 sampai Pasal 101 KUHAP.
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Setiap orang yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas baik 
pelaku maupun korban pastilah mengalami kerugian baik kerugian fisik 
atupun kerugian harta benda. Namun korban seringkali lebih dirugikan akibat 
dari ketidakhati – hatian pengendara atau dalam hal ini ialah pelaku dalam 
mngemudikan kendaraannya. Pengendara kendaraan sebagai pelaku dapat 
dikenakan sanksi pidana. Selain sanksi pidana, pelaku juga memiliki 
kewajiban untuk memberikan ganti kerugian atas kecelakaan yang 
disebabkan olehnya. Dalam keadaan yang dirugikan ini, korban memiliki hak 
– haknya terkhusus memperoleh ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur 
dalam Pasal 240 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
3
 Namun dalam praktiknya sering kita 
jumpai antara korban dan pelaku ketika terjadi kecelakaan lalu lintas kerap 
diselesaikan dengan hanya mediasi yang kemudian menghasilkan keputusan 
dari kedua belah pihak baik itu merupakan terjadinya perdamaian atau 
perselisihan pendapat. Biasanya kebanyakan masyarakat pada umumnya 
apabila terjadi kasus kecelakaan lalu lintas yang kemudian menimbulkan 
kerugian fisik maupun harta benda, ganti kerugian yang pelaku berikan 
kepada korban merupakan santunan yang diberikan secara terang – terangan 
kepada korban. Meskipun banyak juga kasus kecelakaan lalu lintas yang 
kemudian karena setelah dilakukan mediasi secara kekeluargaan karena tidak 
menemui titik tengah, biasanya pihak korban yang membawa kasus tersebut 
untuk diselesaikan di pengadilan, namun untuk masalah ganti kerugian jarang 
kita temukan untuk di ikutkan penggabungan perkara ganti kerugian dalam 
proses peradilan. Padahal dalam hal penggabungan perkara ganti kerugian 
merupakan hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang di alami oleh 
korban itu sendiri. Permasalahan ini dapat menjadi suatu hal yang menarik 
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 Leden Marapaung, 1997, Proses Tuntuttan Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam 
Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 3. 
3
 Pasal 240 huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, “Korban Kecelakaan Lalu Lintas 
berhak mendapatkan: Ganti Kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya 
Kecelakaan Lalu Lintas.” 
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untuk dapat dipelajari yang kemudian kita dapat menyimpulkan serta 
mengetahui penggabungan perkara ganti kerugian dalam menyelesaikan suatu 
kasus dan juga bagaimana efektifitas penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian  pada kasus kecelakaan lalu lintas, serta apa saja yang menjadi 
hambatan dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam 
kasus kecelakaan lalu lintas. 
 
2. METODE PENELITIAN   
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, 
penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.”4yang 
bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat dan lengkap tentang 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian  bagi korban kecelakaan lalu 
lintas ditinjau dari KUHAP. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah Yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan 
untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 
dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data 
primer di lapangan – lapangan. Dalam penelitian ini penulis berpedoman pada 
peraturan perundang – undangan yakni Pasal 98 – 101 KUHAP, Pasal 240 
huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, putusan Pengadilan Negeri terkait dengan kecelakaan  
lalulintas serta penerapan pasal tersebut yang kemudian dihubungkan dengan 
data yang ada di lapangan mengenai praktik dalam penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas.  Dalam Penelitian 
skripsi ini, maka penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 
Klaten. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data 
dan sumber data untuk dilakukannya penelitian yang berkaitan. Dalam 
penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis 
adalah metode library research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan 
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Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka 
Cipta, hal. 23. 
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mempelajari, memahami peraturan perundang – undangan, buku, situs 
internet dan putusan pengadilan terkait dengan objek yang dikaji penulis, 
serta menggunakan metode field research (penelitian lapangan), yaitu dengan 
melakukan wawancara dengan narasumber secara langsung untuk 
memperoleh data yang akan dikaji oleh penulis. Analisis data dalam 
penelitian ini akan di analisis secara kualitatif yaitu data-data di buat dalam 
kata - kata atau kalimat yang teratur dan dengan melakukan penggalian fakta 
- fakta sosial, tidak hanya yang tampak di permukaan, namun justru menggali 
apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut, kemudian di 
tarik kesimpulan di peroleh dari penyelesaian perumusan masalah yang di 
lakukan dalam penelitian yang bersifat umum. 
 
3. HASIL PENELITIAN  
Dengan adanya proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
terlihat adanya perhatian terhadap korban tindak pidana yaitu untuk 
mempercepat proses agar memperoleh ganti kerugian yang dideritanya 
sebagai akibat perbuatan terdakwa dengan menggabungkan perkara pidananya 
dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang pada hakikatnya sebenarnya 
masalah ganti rugi adalah perkara perdata. “Menurut M. Yahya Harahap , 
pemisahan antara ganti kerugian yang bersifat materiil dan immaterial 
barangkali didasarkan pada pemikiran bahwa ganti kerugian materiil adalah 
sedemikian mudahnya umtuk diperiksa dan dibuktikan. Lain halnya dengan 
kerugian yang immaterial, pemeriksaan dan pembuktiannya ialah sangat sulit 
sehingga diperkirakan akan menghambat kelancaran pemeriksaan gugatan 
ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidananya.”5 
“Asas penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang 
bercorak perdata merupakan hal baru dalam praktek penegakan hukum di 
Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang “korban” tindak 
pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa 
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 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta, 
Sinar grafika, 1985), hlm. 600 
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bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung. 
Akan tetapi gugatan ganti rugi perdata yang seperti ini: 
- Terbatas “kerugian yang dialami” korban sebagai akibat langsung dari 
tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Misalnya kerugian yang timbul 
akibat pelanggaran lalu lintas, 
- Dan jumlah besarnya ganti rugi yang dapat diminta hanya terbatas sebesar 
kerugian materiil yang diderita si korban (Pasal 98), 
- Penggabungan perkara pidana dan gugatan ganti rugi yang bersifat perdata 
dapat diajukan pihak korban sampai proses perkara pidana belum 
memasuki taraf penuntut umum memajukan rekuisitur.” 
Perlu diketahui bahwa terdapat tindak pidana yang dapat di gabungkan 
dengan perkara gugatan ganti kerugian, di sini Penulis sedikit menyinggung 
tentang ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, sebagai dasar 
pengetahuan bahwa ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum 
ini diatur Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut: 
“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian 
karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, 
tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.” 
Berdasarkan rumusan tersebut maka yang berhak adalah : 
- Tersangka/ terdakwa/ terpidana; 
- Yang ditangkap/ ditahan/ dituntut/ diadili 
- Dikenakan tindakan lain (penggeledehan/ penyitaan) 
- Tanpa alasan berdasarkan undang – undang/ karena kekeliruan mengenai 
orangnya/ kekeliruan hukum yang diterapkan. 
Untuk berhak mendapat ganti kerugian maka harus memenuhi hal – hal 
tersebut.”6 Namun demikian, dalam pembahasan ini Penulis membahas lebih 
detail mengenai ganti kerugian karena perbuatan terdakwa. Bahwa dapat 
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disimpulkan bahwa ganti rugi ini timbul akibat perbuatan melawan hukum 
yang dilakukan oleh terdakwa, khususnya kerugian yang timbul akibat 
kecelakaan lalu lintas.  
Dalam keadaan yang dirugikan ini, korban memiliki hak – haknya 
terkhusus memperoleh ganti rugi dari pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 
240 huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
Dan Angkutan Jalan. Dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti 
rugi ini dengan perkara pidana maka hal ini bisa membantu dan diharapkan 
proses peradilan berjalan dengan cepat dan tanpa memerlukan cara yang rumit 
serta menguras biaya yang banyak. Hal ini mampu mendorong adanya 
penggabungan perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian sesuai dengan 
asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta juga dapat mempercepat 
jalannya proses peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) 
Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. 
Meskipun dengan adanya penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian memberi banyak keuntungan kepada pihak korban khususnya yang 
timbul akibat kecelakaan lalu lintas, namun juga ada hambatan – hambatan 
dalam proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus 
kecelakaan lalu lintas.  
Dari hasil penelitian penulis dalam wawancara pribadi dengan hakim 
pembimbing Pengadilan Negeri Klaten, “pada kasus yang diteliti oleh penulis 
yaitu dari putusan nomor: 187/Pid.B/2010/PN.Klt Hakim dalam memutuskan 
jumlah ganti kerugian pada kasus tersebut tidak mengalami kesulitan ataupun 
hambatan. Bahwa karena pada kasus tersebut telah adanya kesepakatan antara 
Penggugat (korban) dan terdakwa (Tergugat) tersebut, maka Majelis Hakim 
pada waktu itu berpendapat bahwa biaya/bantuan yang harus diberikan oleh 
terdakwa kepada Penggugat (korban) sebesar jumlah yang telah disepakati 
antara kedua belah pihak. Namun tidak adanya hambatan pada proses 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu 
lintas putusan nomor :187/Pid.B/2010/PN.Klt bisa dikatakan suatu hal yang 
kebetulan, karena memang pada waktu itu telah terjadi kesepakatan yang telah 
8 
 
di setujui antara kedua belah pihak, jadi Majelis Hakim tidaklah kesulitan 
untuk memutus jumlah ganti rugi yang harus dibebankan kepada terdakwa.”7 
Dari hasil wawancara dengan Hakim Pembimbing Pengadilan Negeri 
Klaten memberikan uraian tentang hambatan – hambatan penggabungan 
perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas : 
1. Walaupun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini telah lama di 
atur di dalam KUHAP, namun di Klaten langka ditemukannya kasus 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu 
lintas, yang menjadi hambatan penggabungan perkara pada dasarnya 
karena kebanyakan pada masalah ganti kerugian kebanyakan antara 
korban dengan terdakwa menyelesaikannya secara kekeluargaan di luar 
proses peradilan, hal ini menjadikan proses penggabungan perkara gugatan 
ganti kerugian di nilai kurang efektif karena sangat jarang di terapkan 
dalam menyelesaikan masalah ganti rugi pada kasus kecelakaan lalu lintas. 
2. Masih banyak masyarakat umum yang masih kurang paham mengenai 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian khususnya pada kasus 
kecelakaan lalu lintas, hal ini sebenarnya menimbulkan kerugian tersendiri 
oleh pihak korban. 
3. Masyarakat pada umumnya lebih memilih penyelesaian masalah ganti 
kerugian di selesaikan dengan cara kekeluargaan atau di selesaikan oleh 
pihak kepolisian, masyarakat yang kurang paham hukum biasanya 
menyangka apabila masalah ganti rugi diselesaikan melalui proses 
peradilan dianggap lebih rumit dan memakan banyak biaya bagi yang 
mengajukan gugatan ganti rugi, atau ganti rugi yang dimita dianggap tidak 
sesuai dengan putusan hakim. 
4. Selain itu, kurang aktifnya Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan 
gugatannya menghambat eksekusi terhadap gugatan ganti kerugian, 
5. Apabila pihak yang dimintai ganti merupakan orang yang tidak mampu 
untuk membayar ganti rugi, dan karena ketidakmampuannya tersebut, 
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maka terdakwa atau pihak yang dimintakan ganti kerugian lebih memilih 
untuk mendapatkan hukuman badan, walaupun sebenarnya hal ini tidak 
dapat dilaksanakan, dalam eksekusi tersebut tidak ada sanksi bila yang 
bersangkutan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian tersebut. 
6. Pelaksanaaan putusa terhadap perkara penggabungan gugatan ganti 
kerugian dilakukan secara terpisah, yaitu terdiri dari putusan pidana dan 
putusan ganti kerugianm sehingga membuat pelaksaan putusan pada 
perkara gugatan ganti kerugian tidak terlaksana secara maksimal. 
7. Majelis Hakim harus cermat, karena dalam penggabungan perkara gugatan 
ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas Majelis Hakim / Hakim 
selalu harus memisahkan antara kerugian immaterial, sehingga tidak 
efisien. 
8. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan 
hukum tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum 
tetap, hal tersebut di muat dalam Pasal 99 ayat (3) KUHAP. Dengan 
demikian, jika terdakwa/ tergugat telah menerima putusan pengadilan 
Negeri maka permohonan ganti kerugian/ penggugat tidak dapat 
mengajukan banding. 
9. Penggugat/ korban kecelakaan lalu lintas dalam mengajukan 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus aktif untuk 
mempersiapkan alat bukti tertutama bukti tulisan seperti misalnya kwitansi 
– kwitansi yang membuktikan bahwa penggugat (korban) telah 
mengeluarkan uang karena kerugian yang diderita yang timbul akibat 
perbuatan tergugat (terdakwa). 
10. Dalam menentukan jumlah ganti rugi dalam penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas Hakim harus 
sangat cermat dan bijaksana, harus dipertimbangkan dengan bijak, Hakim 
perlu menyaksikan sendiri keadaan korban atau kerugian kecelakaan lalu 
lintas yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat (terdakwa). 
11. Hakim harus menghadirkan di persidangan seorang saksi ahli, hal ini 
menjadi hambatan tersendiri dalam proses penggabungan perkara gugatan 
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ganti kerugian. Karean seorang saksi ahli yang dapat memperkirakan biaya 
yang pasti akan dikeluarkan pihak korban. 
12. Hakim dalam kasus ini juga harus berperan aktif untuk mendamaikan 
terdakwa dengan pihak korban, karena Hakim diwajibkan untuk 
mengusahakan perdamaian antara kedua belah pidak. Namun 
kenyataannya hakim hanya berusaha untuk mendamaikan, walupun hakim 
menganggap putusan tersebut adil namun biasanya antara kedua belah 
pihak kebanyakan kurang puas mengenai hasil putusan yang telah 
diterima. 
 Meskipun dengan adanya proses penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas lebih memudahkan pihak yang 
sudah dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk 
mendapatkan kembali haknya, namun perlu disadari walaupun dengan adanya 
Undang – Undang yang mengatur bertujuan untuk mempermudah langkah 
maupun mempermudah proses peradilan bagi korban tindak pidana kecelakaan 
lalu lintas, Penulis dari hasil penelitiannya masih terdapat hambatan – 
hambatan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam 
pelaksanaannya. Dari hambatan – hambatan yang telah di uraikan dari hasil 
wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Klaten dapat 
menjadi pemahaman untuk kemudian dapat perbaiki agar menciptakan suatu 
upaya hukum yang sesuai dengan apa yang telah di atur dalam Undang – 
Undang, serta langka penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini dapat 
menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan masalah ganti kerugian yang timbul 




 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh 
penulis di Pengadilan Negeri Klaten tentang penggabungan perkara 
gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Implementasi atau penerapan penggabungan perkara gugatan ganti rugi 
pada kasus kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat pada Putusan 
Nomor: 187/Pid.B/2010/PN.Klt. Terdapat tuntutan ganti rugi yang 
diajukan oleh pihak korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa. Pihak korban dalam hal ini tidak hanya menuntut perkara 
pidana yang di lakukan oleh terdakwa, namun juga mengajukan 
gugatan ganti kerugian untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang telah 
dilakukan oleh Hakim, gugatan Penggugat yang diajukan mengenai 
ganti kerugian yang timbul akibat tindak pidana terdakwa dapat 
dikabulkan untuk sebagian, karena sebelumnya juga sudah terjadi 
kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa Terdakwa sebelumnya 
akan memberi biaya/bantuan kepada korban sejumlah Rp. 15.000.000,- 
(lima belas juta rupiah).  
2. Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan 
lalu lintas di Pengadilan Negeri Klaten di nilai tidak efektif, karena 
memang sangat langka ditemukan adanya proses penggabungan 
perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas. 
Dalam penelitiannya Penulis sudah meneliti 20 Putusan mengenai 
perkara kecelakaan lalu lintas dari tahun 2012 sampai dengan 2014 
dimaksudkan sebagai perbandingan seberapa efektifnya penerapan 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada kasus kecelakaan 
lalu lintas, namun dari 20 putusan tersebut sama sekali tidak 
ditemukannya penerapan penggabungan perkara gugatan ganti 
kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas. Terakhir diterapkannya 
penggabungan perkara gugatan ganti rugi kasus kecelakaan lalu lintas 
di Pengadilan Negeri Klaten yaitu pada tahun 2010, Putusan Nomor: 
187/Pid.B/2010/PN.Klt. Selain itu, pernyataan Hakim Pengadilan 
Klaten bahwa dalam wawancaranya mengemukakan proses 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian khususnya di 
Pengadilan Klaten ini tidak efektif karena memang jarang sekali 
digunakan oleh korban kecelakaan lalu lintas. Penggabungan perkara 
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gugatan ganti kerugian kurang atau tidak diminati oleh korban 
kecelakaan lalu lintas karena mereka lebih memilih penyelesaiannya 
dengan cara jalur damai di luar pengadilan. 
3. hambatan – hambatan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
pada kasus kecelakaan lalu lintas : 
a. Walaupun penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini telah 
lama di atur di dalam KUHAP, namun di Klaten langka 
ditemukannya kasus penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
pada kasus kecelakaan lalu lintas. Tidak ada hambatan sama sekali 
pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian karena hal 
tersebut sudah bisa diselesaikan secara damai. Kebanyakan pada 
masalah ganti kerugian kebanyakan antara korban dengan terdakwa 
menyelesaikannya secara kekeluargaan di luar proses peradilan, hal 
ini beralasan karena dianggap penyelesaian melalui proses 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di nilai kurang 
efektif dan akan memakan waktu yang lebih lama, oleh karena itu 
sangat jarang di terapkan dalam menyelesaikan masalah ganti rugi 
pada kasus kecelakaan lalu lintas. 
b. Masyarakat pada umumnya lebih memilih penyelesaian masalah 
ganti kerugian di selesaikan dengan cara kekeluargaan atau di 
selesaikan oleh pihak kepolisian, masyarakat yang kurang paham 
hukum biasanya menyangka apabila masalah ganti rugi 
diselesaikan melalui proses peradilan dianggap lebih rumit dan 
memakan banyak biaya bagi yang mengajukan gugatan ganti rugi, 
atau ganti rugi yang dimita dianggap tidak sesuai dengan putusan 
hakim. 
c. Hakim harus menghadirkan di persidangan seorang saksi ahli, hal 
ini menjadi hambatan tersendiri dalam proses penggabungan 
perkara gugatan ganti kerugian. Karena seorang saksi ahli yang 





4.2 Saran  
1. Saran kepada masyarakat umum khususnya dalam masalah ganti 
kerugian pada kasus kecelakaan lalu lintas, sebaiknya harus lebih 
memahami bahwa penyelesaian masalah ganti kerugian jangan sekedar 
mengikuti arus dari pihak pelaku kecelakaan lalu lintas untuk 
diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian. Korban sebaiknya 
mempertimbangkan masalah besar ganti kerugian, dalam perkara 
kecelakaan lalu lintas korban memiliki hak untuk menuntut jumlah 
ganti rugi kepada pelaku yang di timbulkan akibat kecelakaan lalu 
lintas. Karena negara kita ini adalah negara hukum, maka alangkah 
baiknya apabila masalah yang timbul mengenai ganti kerugian 
diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku yaitu melalui proses 
peradilan. 
2. Sebaiknya penerapan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian 
harus lebih di efektikan oleh pihak korban dan terdakwa, mengingat 
penggabungan perkara gugatan ganti kerugian telah diatur dalam Bab 
XIII Pasal 98 – 101 KUHAP, pengggabungan tersebut sesuai dengan 
asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sangat sia – sia 
apabila sebuah produk hukum di buat namun sangat jarang 
dimanfaatkan di lungkungan peradilan dalam menyelesaikan suatu 
perkara 
3. Sebaiknya dari pihak kepolisian memberikan sosialisasi kepada korban 
dan pelaku pada kasus kecelakaan lalu lintas mengenai masalah ganti 
rugi untuk dapat diarahkan diselesaikan melalui jalur pengadilan 
dengan menerapkan penggabungan perkara gugatan ganti rugi. Jaksa 
Penuntut Umum harus lebih aktif dalam mengajukan gugatan terhadap 







Abdussalam. 2006. Prospek Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa 
Keadilan Masyarakat. Jakarta: Restu Agung. 
 
Dillah, Philips dan Suratman. 2013. Metode penelitian Hukum. Bandung: 
Alfabeta. 
 
Dimyati, Khudzalifah dan Kelik Wardiono. 2004. Metode penelitian Hukum. 
Surakarta Muhammadyah University Press. 
 
Harahap, M. Yahya. 2002. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. 
Jakarta: Sinar Grafika. 
 
Indah S, C. Maya. 2014. Perlindungan Korban Suatu perspektif Viktimologi Dan 
Kriminologi. Jakarta: Kencana. 
 
Marapaung, Leden. 1997. Proses Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam 
Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 
 
Mertokusumo,Sudikno. 2007. Mengenal Hukum. Yogyakarta : Liberty 
Yogyakarta.  
 
Rahman, Abdul dan Soerjono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka 
Cipta. 
 
Salam, Moch. Faisal. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. 
Bandung: Mandar Maju. 
 
Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. 2005. Hukum Pidana. Surakarta: Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII-Press. 
 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/ 
 
 
